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ABSTRAK 
 
NAMA :Nursanti.R 
NIM  :10400111043 
JUDUL : Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut 
Hukum Islam (Studi Analisis Gender) 
           Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis gender 
mengenai status hukum poligami dengan alasan istri mandul, dengan sub 
permasalahan: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum poligami 
dengan alasan istri mandul? 2) Bagaimana analisis hukum poligami dengan alasan 
istri tidak dapat memberi keturunan dalam KHI? 3) Bagaimana hukum poligami 
dengan alasan istri mandul ditinjau dari analisis gender? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis dan historis. Dalam mengumpulkan data,penulis menggunakan 
studi kepustakaan.Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian 
perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data 
yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari 
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat 
primer ataupun yang bersifat sekunder.  
Penelitian menunjukkan bahwa: (1) pandangan hukum Islam tentang 
hukum poligami dengan alasan istri mandul adalah diperbolehkan.sebagaimana 
yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa poligami diperbolehkan 
dalam keadaan darurat yaitu apabila istri mandul. Hal ini didasarkan pada 
penafsiran ayat tentang poligami. karena dalam Al-Quran tidak menerangkan 
secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan 
melakukan poligami. Dalam Al-Quran hanya disebutkan “maka kawinilah wanita-
wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat” saja. Seperti yang dijelaskan 
dalam Q.S. An-Nisa/4:3. (2) hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat 
memberi keturunan dalam KHI adalah diperbolehkan. Sebagaimana Dasar 
pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Bab IX KHI Pasal 
57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 1) Isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri. 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila tiga 
alasan yang disebutkan  menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga 
tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan 
rahmah). Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, 
misalnya ternyata istri mandul. Alasan ini harus diteliti benar bahwa istri benar-
benar mandul, misalnya dengan keterangan dokter spesialis. Sebab kadang-
kadang bahkan suami yang mandul sehingga istri tidak dapat melahirkan. 
Sehingga alasan ini tidak dapat diterima. (3) hukum poligami dengan alasan istri 
mandul ditinjau dari analisis gender yaitu praktek poligami dianggap tidak sesuai 
dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena mempunyai sisi yang membuka  
peluang besar menempatkan perempuan pada sisi subordinat, yakni anggapan 
bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar sebagai pelengkap dari 
kepentingan laki-laki.  
  Adapun implikasi dalam skripsi ini adalah: Dalam masalah poligami 
sebaiknya pengadilan tidak mudah memberikan izin berpoligami dengan alasan 
yang kurang jelas sehingga praktek poligami tidak disalahgunakan oleh orang-
orang yang kurang layak berpoligami. Karena alasan-alasan tersebut hanya 
berpihak pada laki-laki semata tanpa ada etikad untuk keadilan dan kedudukan 
perempuan yang sama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita 
atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-
senang sesuai dengan jalan yang telah di syariatkan.1 Allah swt., telah menysriatkan 
perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan 
hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorangt wanita untuk merasa tidak 
butuh kepada seorang suami yang telah mendampinginya secara sah meskipun dia 
memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang 
tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak munking merasa tidak membutuhkan 
seorang istri yang mendampinginyya.2 
Dewasa ini, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam 
masyarakat adalah poligami. selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu apabila istri 
yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, 
dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan.3 
Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poly atau polus yang artinya 
banyak, dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara 
                                                          
1Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Perspepsi (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), 
h. 5.  
2
 Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Perspepsi , h. 13  
3
 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 
1999), h. 2. 
2 
 
 
 
bahasa poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan 
yang lebih dari seorang”.4 
Poligami adalah perkawinan anatar seorang laki-laki dengan lebih dari 
seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam 
diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.5 Poligami dalam Islam 
telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami 
sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka 
yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering 
terjadi, khususnya di Indonesia. Karna itu, demi kemaslahatan umum diperlukan 
adanya batasan-batasan yang harus ditetapkan secara jelas dan tegas. 
Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batasan paling 
banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut 
suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan keopada firman 
Allah dalam QS. An-Nisa/4:3. 
                                    
                         
Terjemahnya:  
    “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak 
                                                          
4Tim Redaksi Eksiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1994), h.107. 
5
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islan dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberty, 1989), h. 74. 
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yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” 6 
Maksud ayat di atas adalah Firmannya: (                
                 ) ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawiniah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.” 
artinya apabila dibawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan 
ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka cartilah wanita 
lainnya, karena mereka cukup banyak dan Allah tidak akan memeberikan kesempitan 
padanya. 
Firman Allah: (                   )  “Dan  ika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki.”  Yaitu jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap banyak 
istri, seperti  Firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 129 “Dan tidak akan pernah kamu 
mampu berbuat adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat 
menginginkannya.” Barang siapa yang takut berbuat demikian, maka cukupkanlah 
satu istri saja atau budak-budak wanita. Karena, tidak wajib pembagian giliran pada 
budak-budak wanita, akan tetapi hal tersebut dianjurkan. Artinya siapa yang membagi 
giliran menginap diantara mereka maka hal itu baik, dan jika tidak maka itupun 
tidaklah mengapa. Firman-Nya: (    ) “yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Makna yang paling tepat adalah janganlah kalian 
berbuat aniaya.7 
                                                          
6Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 123. 
7Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 
II ( Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2009), h. 4-7. 
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Dari firman Allah tersebut di atas,dapat dijelaskan mengenai hukum poligami 
yang menurut imam Syafi‟i berdasarkan sunnah Rasulullah tidaklah diperbolehkan 
seorang beristri lebih dari empat dan pendapat ini menjadi ijma‟ oleh para ulama 
kecuali segolongan ulama Syi‟ah yang berpendapat bahwa orang boleh beristrikan 
lebih dari empat bahkan lebih dari Sembilan dan ada diantara mereka yang tidak 
membatasinya dengan sesuatu bilangan, dasar mereka adalah perbuatan Rasul yang 
beristrikan lebih dari empat dan mati dengan meninggalkan Sembilan janda, dan 
mayoritas ulama islam tidak menolaknya dan menganggap perbuatan Rasul ini adalah 
merupakan kekhususan beliau sebagai Rasul.8  
Di Indonesia maslah poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat 
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-undang perkawinan berikut aturan pelakanaanya, pada prinsipnya 
selaras dengan ketentuan dengan Hukum Islam. Menurut Undang-undang tersebut 
pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas 
monogami, yakni satu suami untuk satu istri.9 
Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi hanya pernikahan 
monogami untuk membolehkan poligami. Konsep poligami dalam Islam adalah 3S ( 
Sistem, Solusi. Sosial) dalam perkawinan. Hukum poligami bagi seseorang dapat 
mubah, makruh, mandub (sunnah), wajib dan haram. Jika poligami mendatangkan 
mudharat, bukan mamfaat, hukumnya bisa makruh, bahkan haram. Akan tetapi jika 
poligami yang didasari hukum yang jelas akan membawa keberkahan bagi 
                                                          
8H. Salim Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II (Cet. I; Surabaya: PT. 
Bina Illmu, 1995), h. 126-127. 
9
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 212. 
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keluarganya dan masyarakat. Pologami diibaratkan sebagai alternatif dengan tetap 
menjaga dari ketakutan untuk tidak bia berbuat adil.10 
Secara global, masalah poligami dalam konteks kenegaraan sering 
menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebab akan bersinggungan dengan 
aturan-aturan yang diberlakukan oleh Negara tersebut bahkan akan lebih masuk 
dalam persoalan ideologi negara tersebut. Khusus untuk negara Indonesia yang 
mayoritas penganutnya adalah umat Islam, masalah poligami telah diatur oleh 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam serta bagi 
Pegawai Negeri Sipil juga telah diatur sendiri oleh aturan-aturan yang telah 
ditetapkan dengan dikeluarkannya PP.No.10/1993 tentang izin perkawinan dan 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.11 
Poligami muncul karena hegemoni budaya patrianial yang sudah berlangsung 
selama manusia ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dampak 
yang ditimbulkan adalah semua aspek kehidupan memberikan kesan bahwa 
perempuan hanya sebagai objek kaum laki-laki. Para peminis berpendapat bahwa 
praktek poligami dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, 
karena mempunyai sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan pada 
sisi sub-ordinat. Ketidakadilan gender dalam HAM terwujud dalam bentuk 
subordinasi, yakni anggapan perempuan itu tidak penting atau sekedar pelengkap dari 
kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah 
                                                          
10Karim  Hilmi Farhat, Poligami Berkah atau Musibah (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 
h. 28.  
11Madjfuk Zuhdi, Masaill Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, Ed. II (Cet. VII; Jakarta: 
Haji Mas Agung, 1994), h.12. 
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tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.12 Tidak dapat dipungkiri bahwa 
keberadaan poligami merupakan fenomena penting dalam tema pokok perkawinan 
islam. Dimana bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) 
dengan lebih dari satu perempuan (istri) tersebut diperbolehkan dan mendapat 
legitimasi dalam nash syar‟i. 
Fenomena poligami bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Islam, sebab 
Rasulullah saw., telah menjalaninya dan juga merupakan gambaran poligami yang 
menampakkan misi kemanusiaan. Namun walaupun demikian poligami akan selalu 
menampilkan sisi perdebatan dan juga merupakan sumber segala perselisihan di 
dalam setiap keluarga Islam yang melaksanakannya. Secara manusiawi keinginan 
untuk berpoligami bagi kaum Adam akan tetap ada sepanjang zaman dan jika 
keinginan tersebut tidak terpenuhi akan bersifat deduktif terhadap jiwa dan 
kepribadian seseorang. Dan untuk itulah al-Qur‟an sejak diturunkannya dengan 
bahasa yang sangat tegas dan luwes memberikan suatu alternatif di dalam melakukan 
perkawinan poligami. 
Praktek poligami yang terjadi dimasyarakat justru tidak berdasarkan 
persyaratan yang telah ditetapkan. Kebanyakan suami berpoligami tidak mampu 
berlaku adil dan kebanyakan mereka melakukan tanpa izin dari istri sehingga polgami 
dilakukannya secara siri tanpa pencatatn resmi. Kebanyakan suami berpoligami 
bukan karna istrinya mandul, melaikan karena tidak mampu mengekang keinginan 
sahwatnya. Mereka yang melakukan polgami sama sekali tidak mementingkan 
perasaan pasangannya. 
                                                          
12Musdah Mulia, Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi (Cet. I; 
Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 99. 
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Salah satu alasan seorang melakukan poligami karena istrinya mandul atau 
tidak dapat melakukan keturunan. Memiliki keturunan dari sebuah pernikahan 
merupakan harapan hampir semua pasangan suami istri. Melaui kelahiran seorang 
anak diharapkan akan menjadi tali penyambung keturunan selanjutnya. Selain itu, 
kelahiran anak dianggap merupakan sumber kebahagiaan keluarganya, anak sering 
kali menjadi penyambung tali kasi yang erat antara suami istri. Namun banyak 
pasangan suami istri yang keulitan dalam memperoleh keturunan, dapat menikmati 
kebahagiaan dengan mengasuh anak orang lain atau lebih memilih tinggal berdua.  
Contoh kasusu menunjukkan bahwa ada seorang istri yang dipaksa 
menyetujui permintaan suami untuk menikah lagi dengan alasan tidak mampu 
melahirkan anak. Pada hala menurut keterangan dokter, si sitri dalam keadaan sehat 
dan sebenarnya kelemahan terletak pada suami. Hal tersebut, menyiratkan 
ketikadailan yang dialami oleh seorang istri. Jika kelemahan terletak pada suami, 
meni8kah berkali-kalipun akan tetap kesulitan untuk memperloh anak, kecuali ada 
keajaiban atas kuasa Alla swt.,.13  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktek poligami hanya dipandang 
sebelah mata, karena hanya mementingkan kepentingan laki-laki tanpa adanya etikad 
keadilan bagi perempuan. Maka penulis mempunyai keinginan untuk mengangkat 
persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan judul “Hukum Poligami dengan Alasan 
Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisi Gender)”. Dengan sebuah harapan 
bahwa skripsi ini menambah khazanah informasi tentang persoalan poligami yang 
samapi saat ini masih menjadi perdebatan. 
                                                          
13Richayah Machali, Wacana Poligami Di Indonesia (Cet I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 
2005), 29.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok 
pembahasan yaitu, Bagaimana Analisis Gender Mengenai Status Hukum Poligami 
Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam. 
Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan  beberapa sub masalah, adapun sub 
masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Hukum Poligami Dengan 
Alasan Istri Mandul? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Dapat 
Memberi Keturunan? 
3. Bagaimana Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Ditinjau dari 
Analisis Gender? 
C. Definisi Operasional  
Adapun judul skripsi ini adalah Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul 
(Studi Analisis Gender). Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru bagi 
pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penyusun merasa perlu untuk 
memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain: 
1. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah 
laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. 
2. Poligami adalah Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 
mengawini berapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.14 
                                                          
14Departeman Pendidikan dan Kebudayaa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 693.  
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3. Istri adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau bersuami. 
4. Mandul adalah sebuah istilah yang dapat diartikan sebagai kegagalan, tidak 
berhasil atau tidak dapat membentuk atau menghasilkan suatu keturunan 
5. Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul  
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat 
untuk semua umat yang beragama Islam. yang telah dirumuskan dalam kitab 
fiqh atau produk hukum (KHI/ Putusan Pengadilan Agama). 
D. Tinjauan Pustaka 
Mengingat betapa menariknya diskursus tentang Poligami, tentu tidak sedikit 
karya ilmiah yang telah membahasnya. Maka dalam menyusun skripsi ini, terlebih 
dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan menelaah buku-buku atau 
karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan skripsi penulis. Rujukan buku-
buku atau referensi yang ada kaitanya dengan penelitian ini merupakan sumber yang 
sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang dimaksudkan dalam 
pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh. 
Adapun buku-buku atau referensi yang bersentuhan dengan pokok 
pembahasan ini, antara lain: 
M. Thahir Maloko dalam bukunya yang berjudul, “Poligami Dalam 
Pandangan Orientas dan Perspektif Hukum Islam”. Dalam buku ini beliau 
menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang poligami seperti, pengertian poligami, 
syarat-syarat dan alasan poligami, serta batasan poligami. 
Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul, ”Hukum Islam Di Indonesia”. 
Dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai poligami seperti, pengertian poligami, 
alasan-alasan, syarat, dan prosedur poligami, serta hikmah berpoligami. 
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Muhammad Yahya dalam bukunya yang berjudul, “Poligami Dalam 
Persfektif  Hadis Nabi SAW”. Dalam buku ini beliau menjelaskan  mengenai 
poligami dalam islam dan hadist-hadist yang berkaitan dengan poligami. Dalam 
islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, 
umumnya dibolehkan sampai empat wanita. 
Humaidi Tatapangarsa dalam bukunya yang berjudul, ”Hakekat Poligami 
Dalam Islam”. Dalam buku ini juga beliau menjelaskan tentang pengertian poligami 
ditinjau dari segi antropologi sosial yang ada dalam perkembangannya. sehingga 
istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian 
perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan disebut dengan 
poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari kata polyandri, yaitu perkawinan 
antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. 
Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul, “Islam dan Hak Asasi Manusia 
(Konsep dan Implementasi)”. Dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai 
ketidakadilan  gander dalam kontek HAM dan hak kesetaraan gander. Ketidakadilan 
gander dalam HAM terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni anggapan perempuan 
itu tidak penting atau sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Subordinasi 
perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan 
masyarakat.  
Ridwan, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul, “Kekerasan Berbasisi 
Gender”. Dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai pengertian gender, konsep 
gendr dan jenis kelamin, perbedaan gendr melahirkan ketidakadilan, serta kekerasan 
berbasis gender dalam perspektif Islam dan UU PKDRT.  
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Hj. Salmah Intan dalam bukunya yang berjudul, “Sorotan Terhadap Gender 
dan Kontroversi Kepempinan Perempuan” dalam buku ini beliau menjelaskan 
mengenai konsep jender seperti, pengertian jender, jendr dan margimalisasi kaum 
perempuan, serta teori dan ide tentang jender. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode  bentuk pengumpulan data 
melalui kepustakaan (Library research). Secara defenitif, library research adalah 
penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan berbagai 
macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan15. 
Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan 
akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau 
kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. 
2. Metode Pendekatan 
a. Pedekatan Yuridis yaitu pendekatan yang bertolak pada peraturan dan norma serta 
nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku, artinya permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini akan dirujuk kepada peraturan dan norma serta nilai-nilai 
budaya dan hukum yang berlaku. 
b. Pendekatan historis yaitu mempelajari masalah dan peristiwa yang terjadi pada 
masa lampau yang berhubungan dengan permasalahan yang telah lampau akan 
                                                          
15Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodelogi Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 
50. 
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dicari letak relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 
ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
     Dalam metode ini peneliti menggunakan metode  bentuk pengumpulan data 
melalui kepustakaan (Library research). Secara defenitif, library research adalah 
penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan berbagai 
macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Kemudian 
dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, 
serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan 
yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. Sumber data yang dimaksud 
dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.16 Adapun beberapa 
sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 
berikut: 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer yaitu,subyek 
penelitian secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. 17 
Adapun yang menjadi data primer didalam penelitian ini adalah Hukum Poligami 
Dengan Alasan Istri Mandul (Studi Analisis Gender). 
b. Sumber data sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data penunjang penelitian yang diperoleh 
dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian.Data sekunder diperoleh dalam 
                                                          
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktek, h. 114. 
17Semardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 74. 
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bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur.18 Dan 
rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan 
yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini. 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
        Dalam menganalisis materi dari data yang dituliskan, penulis menggunakan 
beberapa metode yaitu : 
a.  Metode Deduktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahaan 
mengenai hukum poligami dengan alasan istri mandul, lalu dianalisis untuk 
mencari kesimpulan yang berlaku secara khusus. 
b.  Metode Induktif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan prinsip-
prinsip dasar dalam hukum poligami dengan alasan istri mandul, lalu dianalisis 
untuk mencari kesimpulan bersifat umum. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Agar dapat  mengetahui  pandangan hukum islam tentang  hukum poligami dengan 
alasan istri mandul. 
b. Agar dapat mengetahui analisis hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat 
memberi keturunan. 
c. Agar dapat mengetahui hukum poligami dengan alasan istri mandul ditinjau dari 
analisis gender. 
 
                                                          
18Uma Sukarna. Metode Analisis Data  (Jakarta: Kencana, 2007), h. 26 . 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 
menambah wawasan pikiran pembaca, khususnya bagi seluruh mahasiswa dan 
pelajar pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi 
mengenai bagaimana status hukum tentang poligami. 
G. Sistematika Pembahasan 
Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan 
halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran 
singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian 
diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di 
dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 
Bab I Merupakan pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk 
mendapatkan pengertian yang jelas dari judul yang dimaksud. Didalamnya, 
diuraikan pula kajian pustaka, metodologi penelitian yang digunakan, tujuan dan 
kegunaan dari penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang 
berupa alur atau urutan pembahasan penelitian .Semua hal di atas merupakan 
kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya. 
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Bab II Merupakan tinjauan teoretis yang di dalamnya membahas mengenai 
tinjauan umum tentang poligami yang meliputi, pengertian poligami, sejarah 
poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan alasan poligami, hikmah poligami. 
Bab III Membahas mengenai prinsip kesetaraan gender yang di dalamnya 
meliputi pengertian gender, kesetaraan dan keadian gender, pandangan ulama 
terhadap gender, kesetaraan gender dalam Islam. 
Bab IV  membahas mengenai hukum poligami dengan alasan istri mandul 
menurut hukum islam. Pada bab ini dipaparkan mengenai pandangan hukum Islam 
terhadap hukum poligami dengan alasan istri mandul, Analisis hukum poligami 
dengan alasan istri  tidak dapat memberi keturunan dalam KHI dan analisis gender 
terhadap hukum poligami dengan alasan istri mandul.  
  Bab V Merupakan penutup atau akhir yang di dalamnya dikemukakan 
kesimpulan yang berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub-masalah yang 
telah dikemukakan. 
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BAB II 
TINJAUAN POLIGAMI DALAM ISLAM 
A. Pengertian Poligami 
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata “poly” atau “polus” yang 
artinya banyak, dan kata “gamein” atau “gamos” yang artinya kawin atau 
perkawinan, yang jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan 
bias jadi dalam arti yang tak terbatas,1 atau seorang laki-laki mempunyai pasangan 
lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan atau seorang istri mempunyai 
banyak suami dalam waktu yang sama.2 
Dalam literatul yang lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa 
Inggris “polygamy” dan dalam hukum Islam disebut  تاجوزلا ددعت  berarti beristri 
lebih dari seorang wanita.3 Begitu juga halnya dengan istilah polyandry berasal dari 
bahasa Inggris “polyandry” dan dalam hukum Islam disebut  جاوزلاا دعت atau  ث لوعبلا ددع
yang berarti bersuami dari seorang pria. 
Dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat, poligami diartikan 
seorang laki-laki kawin  dengan banyak wanita. Menurut tinjauan antropologi sosial  
poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak 
wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:4  
 
  
                                                          
1Labib MZ, Pembelaan Umat Muhammad  (Surabaya: Bintang  Pelajar, 1986), h. 15. 
2Hassan Sadily, Ensiklopedia Indonesia,  Jilid V (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994), h. 2736. 
3Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah ( Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 49. 
4Uhat Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami  (Cet. I; Yogyakarta: Ai-Kautsar, 1990), h. 71. 
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1. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-
laki. 
2. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang 
perempuan. 
Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali digunakan, 
bahkan dapat dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dalam kalangan masyarakat, 
kecuali dikalangan antropologi, sehingga istilah poligami secara langsung 
menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki 
dengan banyak perempuan lawan dari kata polyandry. 
B. Sejarah Poligami 
Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu 
baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam lah yang membawa ajaran 
tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan 
karena Islam, poligami tidak akan dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian 
sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, 
masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenl dan mempraktekkan 
poligami.5 
Untuk menghilangkan tanggapan yang kurang benar itu, didalam tulisan ini 
dicoba menjelaskan sekilas lintas mengenai sejarah poligami. 
Sebenarnya poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, yaitu 
jauh sebelum Islam datang. Bangsa-bangsa dahulu seperti Yahudi membolehkan 
ummatnya berpoligami tanpa batas tertentu. 
                                                          
5Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami  (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama 
Dan Gender Dengan Solidaritas Perempuan Dan The Asia Foundation, 1999), h. 3. 
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Bentuk poligami pun bermacam ragam, ada seorang suami mempunyai 
beberapa orang istri, ada juga seorang suami mempunyai istri simpanan, di samping 
beberapa orang istri yang sudah ada. Demikian juga dengan bangsa Ibrani Sicilia dan 
bangsa Arab telah terbiasa dengan poligami. Dengan demikian tidak dibenarkan 
tuduhan yang dialamatkan kepada agama Islam yang melahirkan poligami. 
Apabila dikitab suci Yahudi dan Nasrani, akan didapatkan bahwa poligami 
sudah menjadi jalan hidup yang diakui keberadaannya. Semua Nabi yang disebut 
dalam kitab Talmud perjanjian lama dan al-Qur‟an mempunyai lebih dari satu istri. 
Pada masa itu kecuali Nabi Isa a.s. juga akan melakukan poligami seandainya 
berumur panjang, karena beliau telah menerima cara hidup yang dilakukan oleh 
nenek moyangnya. 
Anggapan yang selama ini mengkristal bahwa Islam yang membawa aturan 
perkawinan dengan sistem poligami di samping monogami adalah kurang tepat. Data 
yang ada menunjukkan bahwa praktek poligami telah berlangsung di negeri-negeri 
yang tidak beragama Islam hingga sekarang, seperti penduduk asli Asia Afrika, 
Hindu, India, Cina dan Jepang.6 
Dengan demikian, praktek poligami tidak hanya berlaku di kalangan bangsa 
yang beragama Islam saja, bahkan agama-agama besar sebelum Islam lahir seperti 
Hindu-Budha, agama Yahudi dan Nasrani telah memberikan pengakuan terhadap 
eksistensi poligami. Agama Yahudi umpamanya, memperbolehkan poligami tanpa 
batas, tergantung kepada kemauan suami. Berita dalam pejanjian lama yang 
                                                          
6Syayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Ali Bahasa Muhammad Thalib, Jilid IV (Cet.XV; Bandung: 
FT. Al-Ma‟arif, T.Th.), h. 190. 
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menunjukkan bahwa Nabi Daud a.s. juga melakukan praktek poligami dengan 
mengumpulkan ratusan istri, baik yang merdeka maupun yang berstatus budak.7 
Poligami telah diakui jauh sebelum Islam, bahkan menjadi tradisi kuat di 
berbagai masyarakat dunia, termasuk masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam, 
mengambil bentuk yang tak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki istri 
sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya. Selain itu juga tidak 
diperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang 
pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.8 
Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan 
menganggap mereka sebagai harta kekayaan. Dalam sebagian besar peristiwa, 
poligami seolah-olah tampak bukan sebuah perkawinan karena perempuan-
perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijual sekehendak hati orang lelaki. 
Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan 
masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan 
dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa 
masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun 
berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-
rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.9 
Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan. 
Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, maka Nabi lalu 
melakukan perubahan radikal sesuai dengan petunjuk ayat. 
                                                          
7Abbas Mahmud Al-Akkad, Ai-Mar’ah Fi Al-Qur’an, Dialihbahasa Oleh Chadidjah Nasution 
Dengan Judul Wanita Dalam Al-Qur‟an (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.123. 
8Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, h. 7. 
9Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Dar al-Ma‟arif, Tunis, 1990, h.155-156. 
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Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah 
riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut. 
Pada riwayat Qais ibn Tsabit berkata:  
 ُتْمَلْسَأُيِدْنِعَوُ ُناََمثُ ُةَوْسِنُ ُتْرََكذَفَُُكِلَذُ ُيِبَّنلِلُىَّلَصُ ُهَّللاُُِهْيَلَعَُُمَّلَسَوَُُلاَق َفُ ُيِبَّنلاُىَّلَصُ ُهَّللاُُِهْيَلَعُ
َّلَسَوَُمُُْر َتْخاَُُّن ه ْ نِمُاًع َبْرَأ
10       
Artinya; 
     “Ketika masuk Islam, aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu 
kepada Rasul dan beliau berkata: „ pilih dari mereka empat orang.” 
Riwayat serupa dikemukakan oleh Ghailan bin Salamah al-Saqati: 
 َهْب َنَلَْيَغ ََّنأ َرَمُع ِهْبا ْهَع ًَُعَم َهَْملَْسَأف ِتَِّيل ٌِ اَجْلا ِيف ٍة َُ ِْسو ُرْشَع ًَُل َ  ََملَْسأ َِّيَفقَّثلا َتََملَس
 َُّهٍْىِم اًَعبَْرأ َرَّيََختَي َْنأ َمَّلَس َ  ًِ َْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُِّيبَّىلا ُيَرََمَأف
11
 
Artinya: 
        “Dari Ibnu „Umar radiyallahu „anhuma: “bahwasanya Ghailan ibnu Salamah 
Ats-Tsaqafiy masuk islam sedangkan ia mempunyai Sembilan istri yang juga 
bersamanya. Maka Nabi saw., memerintahkannya untuk memilih empat orang 
diantaranya (dan menceraikan sisanya)”. 
 Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu 
berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, 
dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya 
Islam memperketat  syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak 
boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala. 
Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat 
berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. 
Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya 
                                                          
10Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid I (Beirut: Dar  al-Fikr, 1990), h.499. 
11Muhammad bin Isa Abu Isa Tarmidzi, Shahih Sunan Tarmidzi (Beirut: Dar Ihyaturazil 
Arabi, t.th), h.435. 
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empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah 
terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan 
menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku 
adil. Sebelumnya, poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. 
Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum 
perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku 
adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.12 
Islam datang untuk menetralisir tradisi poligami bangsa-bangsa di dunia 
khususnya bangsa Arab Jahiliyah, sehingga sistem poligami yang tidak beraturan itu 
diatur oleh Islam. Islam dalam membolehkan poligami disertai berbagai pembatasan 
yang berkaitan dengan jumlah yang tidak melebihi dari empat orang istri dan 
persesuaian kemampuan laki-laki dengan jumlah nafkah yang ditanggungnya.13 
Jadi anggapan yang mengatakan bahwa agama Islam yang membawa ajaran 
poligami adalah keliru. Justru Islamlah yang datang membawa perubahan-perubahan 
yang radikal terhadap pelaksanaan poligami. 
C. Dasar Hukum Poligami 
Dalil naqli yang selalu dijadikan landasan pembenaran bagi kebolehan  
berpoligami di kalangan sebagian umat Islam adalah berdasarkan firman Allah dalam 
QS. An-Nisa/4:3.  
                                     
                          
                                                          
12Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, h. 5.  
13Muhammad Alwi Al-Maliki, Etika Islam Tentang Sistem Keluarga  (Cet. I; Surabaya: 
Mutiara Ilmu, 1995), h. 67.  
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Terjemahnya: 
“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau 
empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah 
seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.”14  
Maksud ayat di atas adalah Firmannya: (                  
                ) ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawiniah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.” 
artinya apabila dibawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan 
ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka cartilah wanita 
lainnya, karena mereka cukup banyak dan Allah tidak akan memeberikan kesempitan 
padanya. 
Firman Allah: (                   )  “Dan  jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki.”  Yaitu jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap 
banyak istri, seperti  Firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 129 “Dan tidak akan pernah 
kamu mampu berbuat adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat 
menginginkannya.” Barang siapa yang takut berbuat demikian, maka cukupkanlah 
satu istri saja atau budak-budak wanita. Karena, tidak wajib pembagian giliran pada 
budak-budak wanita, akan tetapi hal tersebut dianjurkan. Artinya siapa yang membagi 
giliran menginap diantara mereka maka hal itu baik, dan jika tidak maka itupun 
tidaklah mengapa. 
                                                          
14Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 123. 
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Firman-Nya: (     ) “yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.” Makna yang paling tepat adalah janganlah kalian 
berbuat aniaya.15 
Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu takut 
tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-
perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun 
hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan 
hawa nasfu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, 
karena yang demikian itu lebih memeliharan kamu dari berbuat dosa kepada kaum 
perempuan.16 Selanjutnya dalam surat yang sama Allah berfirman dalam QS. An-
Nisa/4: 129. 
                                      
                     
Terjemahnya :  
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 
penyayang.”17 
 
 
                                                          
15Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 
II ( Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2009), h. 4-7. 
16Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Jilid –3, t. th., h. 577. 
17Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 155. 
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Sedangkan dalam sejumlah riwayat pembatasan poligami tersebut, diantaranya 
riwayat dari  Qais bin Sabit: 
 ُتْمَلْسَأُيِدْنِعَوُ ُناََمثُ ُةَوْسِنُ ُتْرََكذَفَُُكِلَذُ ُيِبَّنلِلُىَّلَصُ ُهَّللاُُِهْيَلَعَُُمَّلَسَوَُُلاَق َفُ ُيِبَّنلاُىَّلَصُ ُهَّللاُُِهْيَلَعُ
َّلَسَوَُمُُْر َتْخاَُُّن ه ْ نِمُاًع َبْرَأ
18
 
Artinya:  
“Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya 
ceritakan hal itu kepada Nabi saw., maka sabda beliau pilihlah empat orang di 
antara mereka”. 
Riwayat serupa dikemukakan oleh Ghailan bin Salamah al-Saqati: 
 َهَْملَْسَأف ِتَِّيل ٌِ اَجْلا ِيف ٍة َُ ِْسو ُرْشَع ًَُل َ  ََملَْسأ َِّيَفقَّثلا َتََملَس َهْب َنَلَْيَغ ََّنأ َرَمُع ِهْبا ْهَع  ًَُعَم
 َُّهٍْىِم اًَعبَْرأ َرَّيََختَي َْنأ َمَّلَس َ  ًِ َْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُِّيبَّىلا ُيَرََمَأف
19
 
Artinya: 
    “Dari Ibnu „Umar radiyallahu „anhuma: “bahwasanya Ghailan ibnu Salamah 
Ats-Tsaqafiy masuk islam sedangkan ia mempunyai Sembilan istri yang juga 
bersamanya. Maka Nabi saw., memerintahkannya untuk memilih empat orang 
diantaranya (dan menceraikan sisanya)”. 
D. Syarat-syarat dan Alasan Poligami 
1. Syarat-syarat Poligami 
Dalam membahas tentang syarat-syarat poligmi, maka perlu diketahui 
bahwa poligami itu disyaratkan dalam al-Qur‟an tentang suami harus berlaku adil 
kepada istri-istri mereka. 
Islam membolehkan praktek poligami dengan batasan atau syarat-syarat 
yang meliputi: 
                                                          
18Muhammad bin Yasid bin Abdullah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Darul Fikr, t.th), h.628. 
19Muhammad bin Isa Abu Isa Tarmidzi, Shahih Sunan Tarmidzi (Beirut: Dar Ihyaturazil 
Arabi, t.th), h.435. 
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a. Sanggup memberi nafkah 
Seorang suami yang hendak berpoligami hendaklah memikirkan masalah 
nafkah, baik yang bersifat bathin (penyaluran nafsu syahwat, hubungan biologis), 
maupun kebutuhan yang bersifat lahiriyah yang menyangkut makanan, minuman, 
pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga lainnya. 
Termasuk syarat nikah dan bolehnya poligami adalah masih mampu 
memberikan nafkah bathin, kalau tidak maka tidak boleh poligami karna itu dapat 
berakibat buruk bagi wanita yang dinikahi. Satu istri saja tidak mampu apalagi 
ditambah istri yang lain. 
Selain nafkah bathin orang yang akan menikah ataupun berpoligami harus 
mempunyai persiapan yang matang dalam bidang finansial atau materi. Sebab 
seorang suami mempunyai tanggungan memberi nafkah belanja terhadap istri dan 
anak-anaknya, dan juga mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kalau dari segi 
materi tidak mampu lebih baik satu istri saja. 
b. Mampu berbuat adil 
Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri maka ia harus mampu 
berbuat adil baik dalam bentul lahiriyah maupun yang bersifat bathiniyah (cinta dan 
kasih sayang). 
Adil yang dimaksud pada umumnya suami tidak dapat melaksankan yang 
menyangkut cinta dan perasaan, karena besar kemungkinan antara istri yang satu 
dengan istri yang lain memiliki dimensi perasaan berbeda pada hakekatnya hati itu 
bukan milik perseorangan, melainkan tangan Allah yang setiap saat dibolak-balikkan 
oleh-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. 
26 
 
 
 
Dengan demikian setiap usaha untuk melarang poligami dengan alasan bahwa 
seorang pria lebih mencintai di antara wanita (istri-istrinya) adalah sia-sia karena 
karena faktor ini tidaklah dapat digunakan sebagai standar keadilan dalam 
perkawinan poligami Islam.20 
c. Adab dalam menggauli istri 
Bagi seorang suami yang melakukan poligami harus memperhatikan adat 
sebagai berikut: 
1) Harus mempersamakan sikap dalam pergaulan sesama istri, seperti kata-kata 
baik bermuka manis terhadapat semua istri. 
2) Tidak membeberkan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya yang lain 
di hadapan istri-istri lainnya, termasuk yang menyangkut hubungan intim. 
3) Tidak menyebut kekurangan atau memuji istri-istri yang lain. 
4) Hendaknya suami mengantisipasi dengan baik ungkapan istri yang keliru dan 
didorong oleh perasaan cemburu, baik ditujukan kepadanya atau ditujukan 
kepada salah seorang istrinya yang sah. 
Poligami disyaratkan dalam hukum nasional dengan berlaku adil diantara 
mereka. Pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami harus disertai 
dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat, yaitu: 
1) Persetujuan istri baik secara lisan maupun  tulisan. Jika persetujuan itu lisan 
maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 
2) Kemampuan suami membiayai keperluan hidup istri-istrinya dan anak-
anaknya. Kemampuan ini dengan surat keterangan mengenai penghasilan 
                                                          
20Jamilah Jones dan Abu Aminah Bhilal Philips, Monogami dan Poligami Dalam Islam (Cet. 
I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), h. 60. 
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yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja,  atau surat keterangan 
pajak penghasilan atau surat keterangan penghasilan lain yang dapat diterima 
oleh pengadilan. 
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.21 Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka tersebut dapat ditunjukkan dengan suatu surat pernyataan 
atau janji dari suami. 
2. Alasan Poligami 
Pada prinsipnya, perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari satu istri 
diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan 
pengadilan telah memberi izin Pasal 3 (2) UUP. Adapun alasan-alasan yang 
dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami ditegaskan dalam 
pasal 4 (2) UUP. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi izin 
kepada seorang suami yang beristri lebih seorang apabila: 
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat  disembuhkan. 
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Apabila diperhatikan alasan-alasan yang disebut di atas, adalah mengacu 
kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan yaitu membentuk keluarga dan 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
atau dalam rumusan kompilasi yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
                                                          
21Rochayah Machali, Wacana Poligami Di Indonesia  (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2005), h. 35. 
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Jika ketiga alasan di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami 
istri, kehampaan dan kekosongan manis romantisnya sebuah rumah tangga yang 
akan menerpanya. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu 
akan terjadi kepincangan yang akan mengganggu laju bahtera rumah tangga. 
Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia 
akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga jika 
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
Demikian halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri 
yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan, memilih alternatif untuk 
berpoligami. Mereka juga kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun 
jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal karena keluarga tanpa 
anak tidaklah lengkap.22 
Adapun alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam, antara lain:23 
1) Mengikuti sunnah Rasulullah saw., tatkala wafat beliau meninggalkan 
sembilan orang istri. Tanpa adanya keraguan, rasulullah adalah teladan 
yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang 
dkhususkan buat beliau. 
2) Menurut data statistik yang ada diberbagai Negara, jumlah wanita lebih 
banyak daripada jumlah laki-laki. Pada dasarnya, membiarkan seorang 
wanita tanpa suami berarti membiarkan wanita tersebut melawan fitrahnya 
sebagai wanita yang tidak mungkin melepaskan diri dari laki-laki. 
                                                          
22Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Ed. I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000), h. 171-172. 
23Musfir Al-Jahrani, Nazarat Fi Ta’addud Al-zaujat, Diterjemahkan Oleh Muh. Sultan 
Ritonga Dengan Judul Poligami  Dari Berbagai Persepsi  (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 
67-75. 
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3) Pada dasarnya masa subur laki-laki terhitung dari usia baliqh sampai 
kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita berhenti 
sampai usia sekitar empat puluh tahun atau empat puluh lima tahun 
sampai lima puluh tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya 
berkisar tiga puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan 
periode usia yang baik untuk menambah lahirnya generasi muslim yang 
berkualitas. 
4) Allah swt., telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada 
seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas 
dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya, apalagi 
jika istrinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. 
5) Istri mandul, sementara suaminya sangat menginginkan keturunan. 
6) Istri menderita sakit berkepanjangan. 
7) Terkadang suami ingin mempunyai banyak keturunan. 
8) Terkadang suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan 
tidak memungkinkan baginya membawa istrinya. 
9) Boleh jadi, suami tidak menyenangi lagi istrinya karena perilaku buruk 
istri atau hilang daya tariknya sehingga tidak bergairah lagi untuk 
menggauli istrinya. 
10) Poligami  memberikan kesempatan kepada perawan tua, janda-janda yang 
diceraikan karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya daripada 
memiliki separuh, sepertiga atau seperempat suami. 
11) Poligami dapat menanggulangi banyak kesulitan kemanusiaan. 
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12) Kadangkala poligami dijadikan sebagai sarana untuk mengoreksi 
kesalahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, dan biasanya wanitalah 
yang menjadi korban dari kesalahan tersebut. Untuk mengatasi kesalahan 
tersebut, laki-laki yang berbuar salah mengawini wanita tersebut 
meskipun sebelumnya dia sudah beristri. 
E. Hikmah Poligami 
Berpoligami bukanlah wajib namun  Islam mensyariatkannya  dengan tujuan 
untuk kebaikan umat manusia, karena dengan larangan berpoligami akan 
menimbulkan dampak negatif terhadap kaum wanita, kehidupan rumah tangga yang 
sulit diatasi, slah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil dampak negatif 
itu adalah dengan memberikan beberapa ketentuan dan etika Islam yang berkaitan 
dengan poligami. Sebagaimana di dalam QS. Al-Baqarah/2:185. 
                  
Terjemahnya: 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu.24 
Sebagai orang islam yang selalu patuh terhadap ajaran-ajarannya, harus yakin 
dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu pasti mengandung kemaslahatan, dan 
semua hukum Allah mengandung kebaikan. Demikian halnya disyari‟atkannya 
poligami bagi laki-laki pasti di dalamnya mengandung kemaslahatan, kebaikan yang 
                                                          
24Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 48. 
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apabila dilakukan sesuai dengan konsep-konsep atau aturan Islam dalam 
berpoligami.25 
Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum poligami dalam Islam 
diperbolehkan (mubah) sebagaimana halnya dengan pernikahan biasa  (monogami). 
Dalam setiap perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum, tetapi dilarang jika 
cenderung mengakibatkan terjadinya ketidakadilan serta perbuatan melawan hukum 
itu sendiri. Dengan kata lain bahwa poligami diperbolehkan apabila untuk 
kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Segala sesuatu yang diperbolehkan 
termasuk Poligami juga terdapat beberapa hikmah, yakni sebagai berikut: 
1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang isterinya mandul. 
2. Untuk menjaga keturunan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri atau ia cacat badan atau 
berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersek dari perbuatan zina dan krisis 
akhlak lain. 
4. Untuk menyelamatkan isteri dari akhlak, di mana isteri tersebut tinggal di 
negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari jumlah pria. 
5. Poligami dapat menekan merajalelanya prostitusi. 
6. Poligami dapat mengurangi salah satu sumber penyakit kotor, semisal HIV/ 
AIDS. 
7. Poligami dapat mengurangi sebab-sebab terjadinya perceraian. 
                                                          
25M. Ahnan dan Ummu Khoirah, Poligami Dimata Islam (Cet. I; Surabaya: Putra Pelajar, 
2011), h. 167. 
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Demikianlah hikmah poligami yang mempunyai hakekat yang besar bagi 
umat manusia, yang sebenarnya poligami dalam Islam itu tidaklah wajib, juga bukan 
sunnah namun hanya diperbolehkan saja dengan tujuan untuk kebaikan umat 
manusia. 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan poligami adalah untuk 
kemaslahatan umat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih menentang 
praktek poligami ini. Padahal tujuan dari dibolehkannya poligami secara umum 
adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang 
dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah 
tertentu.26 
 
 
                                                          
26Muh. Saleh Ridwan, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di 
Indonesia (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 63. 
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BAB III 
KONSEP KESETARAAN GENDER  
A. Pengertian Gender 
Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk  secara 
radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi 
perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter 
(1989) sebagaimana dikemukakan Umar,1 bahwa wacana gender mulai berkembang 
pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang 
disebut dengan patriarchal kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak itu 
konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan 
diseputar perubahan social dan pembangunan dunia ketiga. Adapun di Indonesia, 
istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan 
ejaan “jender”, diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan 
kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.2 
Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann 
Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang-orang yang mula-mula memberikan 
perbedaan dua istilah itu.3 Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks 
dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-
                                                          
1Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender  (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 36.  
2Tim Penyusun, Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender (Jakarta: Kantor Menteri Negara 
Urusan Peranan Wanita, 1992), h. 2. 
3
 Susilaningsih dan Agus M Najib, Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, Baseline 
and Institusional Analysis For Gender Mainstreaming in IAN Sunan Kalijogo, (Jogjakarta: UIN Sunan 
Kalijogo-McGill IISEF, 20040, h. 11. 
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persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini 
disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) 
dengan struktur ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur 
ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.4 
Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berrarti jenis 
kelamin. Dalam Womes‟ Studies Encylopedia, sebagaimana yang dikutip oleh 
Mufidah Ch, dijelaskan bahwa gender adalah konsep cultural, berupaya membuat 
pembedaaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik 
emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. 
Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya 
terhadap laki-laki dan perempuan.5 
Wilson dan Elaine Sholwalter seperti yang dikutip Zaitunah6 bahwa gender 
bukan hanya sekedar pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari 
kontruksi social budaya, tetapi lebh ditekankan pada konsep analisis dalam 
memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata “gender” banyak 
diasosiasikankan dengan kata yang lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan, dan 
sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun dalam 
Kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada 
peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan  sosial dan budaya masyarakat.7 
                                                          
4Mansour Fakih,  Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
h. 3 
5
 Mufidah Ch, Paradigma Gender (Malang: Banyu Media Publishing, 2004), h.4. 
6Zaitunah Subhan, Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural 
Dan Poitik Peranan Perempuan  ( Jakarta: El-kahfi, 2002), h. 13. 
7Kepmendagri No.132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal .I  
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Gender adalah perbedaan sosial antara kaki-laki dan perempuan yang 
dititikberatkan pada prilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh 
kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk 
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. 
Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah 
kontruksi sosial (social contruction). Singkat kata, gender adalah interprestasi budaya 
terhadap perbedaan jenis kelamin.8 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah 
usaha mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi-segi sosial 
budaya, psikologis bahkan moral etika dan seni. Inti dari wacana gender itu sendiri 
adalah persamaan hak. Dari pengertian itu maka keadilan gender itu sebenarnya 
sudah ada, tapi hakikat keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-
laki dan perempuan itu dalam pelaksanaannya seringkali mengalami distorsi. 
B. Kesetaraan dan Keadilan Gender 
Kesetaraan gender (gender equality) adalah posisi yang sama antara laki-laki 
dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam 
aktivitas berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (gender equality) adalah suatu 
proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam 
Kepmendegri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang 
adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.9 
                                                          
8Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks  (Yogyakarta: 
elSAQ Press, 2005), h. 103. 
9Kepmendegri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal I. 
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Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana 
laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan 
kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu 
diberbagai  sector kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan 
telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan 
gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan 
terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan 
dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta  penguasaan perempuan dalam 
berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan 
keputusan dalam memperoleh manfaat dalam kehidupan. 
Agama masih sering dijadikan dalil untuk mewujudkan keadilan gender. 
Perempuan dikondisikan sedemikian rupa supaya mereka menganggap dirinya tidak 
layak disejajarkan dengan laki-laki. Dalam tradisi keagamaan  pra al-Qur‟an, laki-laki 
dipersepsikan setengah Tuhan semetara perempuan dipersepsikan sebagai setan. 
Proses penciptaan laki-laki melalui sentuhan langsung dari Tuhan, yakni melalui 
proses “kloning” dari tulang rusuk Adam. Tujuan penciptaan perempuan (Hawa) 
untuk memenuhi hasrat dan keinginan laki-laki (Adam) di surge. Belum lagi 
perempuan harus bertanggung jawab atas jatuhnya manusia dari surge ke bumi. 
Pemahaman yang sedemikian itu masih mengendap di bawah alam sadar 
sebagian besar masyarakat, sehingga perempuan mempunyai peran yang subordinat 
di dalam masyarakat. Laki-laki masih tetap eksis sebagai komunitas dominan yang 
ditandai semakin langgengnya model kehidupan patriarki di dalam masyarakat. 
Pandangan-pandangan seperti ini sudah selayaknya tidak merebak lagi, terutama 
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dalam lingkungan masyarakat Islam, karena al-Qur‟an jelas sekali memberikan peran 
dan status yang sama antara laki-laki dan perempuan.10 
Sejumlah ayat al-Qur‟an berbicara tentang  kesetaraan gender, dengan 
mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda penting dalam Islam.11 
Adapun prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukan dalam al-Qur‟an antara 
lain: 
1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Salah satu tujuan 
penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana 
dalam Q.S. al-Dzariyat/51:56. 
2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Maksud dan tujuan 
penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi 
hamba („abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah swt., juga 
untuk menjadikan khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di 
bumi ditegaskan dalam Q.S. al-An‟am/6:165. 
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan 
perempuan sama mengemban amanah dan menerima perjanjian  primordial 
dengan Tuhan. Sebagaimana diketahui, menjelang seorang anak manusia 
keluar rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan 
Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-A‟raf/7:172. 
4. Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang 
menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan 
                                                          
10Syarifah Fauziah, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Tafsir Al-Maraghi (Cet, I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013). 125-126. 
11Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Cet. I; Malang: UIN-Malang 
Press, 2008), h. 27. 
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pasangannya di surge sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah 
pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), 
yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. 
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Peluang untuk meraih 
prestasi maksimun tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, 
ditegaskan dalam tiga ayat yaitu dalam Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. an-
Nisa/4:124, dan Q.S. al-Ghafir/40:40.   
C. Pandangan Ulama Terhadap Gender 
Pemahaman nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi 
sebuah polemik. Persepsi berbeda yang muncul dalam kajian gender, pada akhirnya 
menjadikan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama ini 
tentunya tetap berakibat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi 
keilmuan yang ada dalam kajian gender, di mana masing-masing mempunyai dasar 
sendiri. Pandangan yang berbeda tersebut setidaknya dilakukan oleh golongan 
tradisionalis dengan golongan modernis.12 
Biasanya secara tradisional dikatakan, seperti yang termuat dalam banyak 
kitab-kitab fiqih dan tafsir klasik bahwa pembagian kerja laki-laki dan perempuan 
disusun atas dasar hirarkis. Sehingga kesan yang muncul dari pemahaman Islam 
tradisional adalah kuatnya hegemoni kaum pria terhadap kaum wanita.13 Penafsiran 
tentang adanya hirarki pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berarti ada 
satu yang lebih tinggi. Menurut pemahaman tradisional pada umumnya sama, yaitu 
                                                          
12Marzuki Wahid, Post-Tradisionalisme Islam; Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia, 
dalam jurnal Tashwirul Afkar, edisi no. 10 tahun 2001, h. 23. 
13Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis (Jakarta: pustaka firdaus,2004), 
hlm. 100. 
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kaum laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Argumen ini biasanya berdasarkan 
pada firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa/4:34. 
                            
                             
                                
      
Terjemahnya: 
       “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 
Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka 
mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”14 
Kata qawwamu pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir berarti pemimpin, 
pelindung, penanggungjawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya yang semakna.15 
Selanjutnya kalangan tradisional mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki 
atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Menurut Ar-Razi dalam 
tafsir al-Kabir menganggap bahwa kelebihan itu meliputi dua hal, yaitu ilmu 
pengetahuan (al-„ilm) dan kemampuan (al-qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki, 
menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-
pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.16 Zamakhsari (9467-538 H), pemikir 
                                                          
14Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota, 1989),  h. 132. 
15K.M. Ikhsanudin (eds), Fiqh Perempuan; Panduan Pengajaran di Pesantren (Yogyakarta: 
YKF, 2002), h. 68. 
16Ar-Razi, Tafsir al-Kabir, Juz 9-10, (Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiah, t.th.), hlm. 71.  
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terkemuka Mu‟tazilah berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah 
karena akal (al-„aql), ketegasan (al-hazm), tekadnya yang kuat (al-„azm) kekuatan 
fisik (al qudrah).17 Sementara ath-Thabathabai menganggap bahwa kelebihan laki-
laki atas perempuan karena memiliki kemampuan berfikir, karena itu melahirkan 
keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara 
perempuan lebih sensitive dan emosional.18 
Berawal dari tafsiran tersebut di atas, muncullah persepsi bahwa kaum laki-
laki mempunyai tugas-tugas besar, seperti sebagai Nabi, ulama dan imam, laki-laki 
pula yang berperan dalam jihad, adzan, shalat jum‟at, khutbah, takbir, persaksian, 
wali dalam pernikahan anak perempuannya hingga pada masalah cerai dan rujuk. 
Sebaliknya, perempuan tidak mempunyai otoritas tersebut. 
Dengan begitu, hierarki dan argumen superioritas laki-laki atas perempuan 
ada keabsahan teologis. Stereotip perempuan yang melekat adalah emosional, penurut 
dan penyayang. Inilah sebuah argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan 
peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya justru dianggap 
sebagai kodrat perempuan.19 
Dengan asumsi demikian, maka perempuan yang bekerja di sector publik, 
karena alasan apapun, dianggap bukan kodratnya. Bahkan seorang penulis Islam, 
Wahiduddin Khan, sebagaimana dikutip oleh Indah Nata Prawira dan Air Langga 
Pribadi memberikan argumentasi yang apologetic bahwa otoritas dan keistimewaan 
laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan adalah anugerah yang diberikan secara 
                                                          
17Zamakhsari, al-Kasyaf, Juz 1,(Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiah, t.th.), hlm. 495. 
18Ath-Thbathaba‟i, Al-Mizan, Juz 4, (Beirut: Muasasat al-Ilmiy li al-Matbu‟ah, t,th.), hlm.351. 
19Siti Ruhaini Dzuhayain, et. all., Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender 
dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 40. 
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alamiah.20 Sehingga bagi perempuan yang memaksakan dirinya memasuki “wilayah 
laki-laki” maka harus membentuk kepribadian lebih maskulin. Istilah sinis yang 
sering dipakai “maskulinisasi perempuan” yaitu dengan bersikap lebih aktif, bebas, 
obyektif dan rasional. 
Jadi secara tradisional, adanya sifat-sifat keperempuanan  memang diterima 
bahkan dikukuhkan sebagai pembedaan yang signifikan sejalan dengan  hakekat 
kemanusiaan. Sebagai konsekuensi terakhir, maka dibenarkanlah bahwa pembagian 
kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan, memang merupakan kodrat 
bukan buatan manusia melaluinkonstruksi budaya.21 
Gambaran seperti tersebut di ataslah yang sering menjadi target sasaran bagi 
gerakan kesetaraan gender yang selalu menuduh bahwa Islam memperlakukan kaum 
perempuan dengan cara yang sangat tidak adil. Tuduhan seperti inilah yang dicoba 
untuk ditepis oleh para pemikir Islam modern.  
Dalam merespon isu tentang gender (kesetaraan  antara laki-laki dan 
perempuan), para pemikir modern biasanya memberikan pemahaman bahwa dalam 
relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak memuliakan salah satu dari 
keduanya. Melainkan memuliakan keharmonisan keduanya dalam kesederajatan, 
bukan hierarki.22 
                                                          
20Indah Nataprawira dan Airlangga Pribadi, Fundamentalisme Islam dan Persoalan 
Perempuan, dalam Jurnal Perempuan Edisi No. 31, tahun 2003, h. 79. 
21Siti Ruhaini Dzuhayatin, et. all., Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender 
dalam Islam, h. 41. 
22Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman  (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 544. 
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Pemahaman seperti ini bisa terlihat dari model penafsirannya yang berbeda 
dengan mufassir terdahulu. Misalnya dalam hal kepemimpinan, dalam QS. An-Nisa‟ 
34, sejumlah pemikir modern berusaha menafsirkan antara lain: 
1. Asghar Ali Engineer menafsirkan bahwa qawwamuna dalam surat an- Nisa‟ 
ayat 34 disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum 
perempuan pada saat itu posisinya sangat rendah dan pekerjaan domestik 
dianggap sebagai kewajiban. Sementara laki-laki menganggap dirinya unggul 
karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan pernyataan kontekstual bukan 
normatif.23 
2. Fazlur Rahman berpendapat bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas 
perempuan disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain. Karena laki-laki memberi nafkah dari sebagian hartanya. Hal itu 
tidak bersifat hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang istri di bidang 
ekonomi dapat berdiri sendiri serta memberi sumbangan baginkepentingan 
rumah tangganya, maka keunggulan suami pun berkurang.24 
3. Amina Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman menyatakan 
bahwa qawwamuna yang oleh sebagian besar diidentikkan dengan 
superioritas laki-laki atas perempuan, tidak dimaksudkan superior secara 
otomatis melekat pada laki-laki. Menurutnya itu terjadi secara fungsional di 
                                                          
23Asghar Ali Engineer, The Rights of Women in Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha 
Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam  (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 62. 
24Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur‟an, terj. Anas Muhyiddin, Tema-tema Pokok al-
Qur‟an  (Bandung: Pustaka, 1996), h. 72. 
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mana selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an yaitu memiliki 
kelebihan dan memberikan nafkah.25 
Selain dari ketiga pandangan tersebut mengenai kepemimpinan dalam QS. 
An-Nisa‟ ayat 34, ada beberapa tokoh modern lainnya. Di mana dalam 
pemahamannya memberikan peluang yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. 
Menurut pandangan Masdar Farid Mas‟udi mengenai relasi gender antara laki-laki 
dan perempuan bahwa sebenarnya Islam meletakannya dalam kehidupan rumah 
tangga selaku suami-istri atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 
Pertama, mawaddah dan rahmah, dengan ini maka egoisme yang mengendap 
pada masing-masing pihak sebagai individu bisa dinetralisir dan berubah menjadi 
sinergi yang justru akan memberi kekuatan dan memperkokoh tali kehidupan rumah 
tangga. 
Kedua; sejalan dengan prinsip kasih sayang adalah kemerdekaan masing-
masing pihak untuk memilih pasangannya. 
Ketiga; saling melengkapi dan melindungi berdasarkan prinsip ini maka 
kekurangan yang ada pada satu pihak tidak digunakan pihak lain untuk memojokkan 
dan merendahkan pihak lain melainkan justru mengundangnya untuk melengkapi. 
Keempat; mu‟asyarah bi al-ma‟ruf yaitu prinsip saling memperlakukan satu 
sama lain dengan santun dan ma‟ruf. Dimana prinsip ini berlaku bagi kedua belah 
pihak. 
                                                          
25Amina Wadud, Qur‟an and Women, terj. Abdullah Ali, Qur‟an Menurut Perempuan: 
Meluruskan Gender dalam Tradisi Tafsir (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 156-158. 
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Kelima; prinsip tasyawur, dimana dalam mengambil keputusan menyangkut 
kehidupan keluarga tidak secara sepihak, melainkan harus berdasarkan aspirasi dan 
kepentingan bersama. 
Kelima prinsip tersebut dikemukakan dengan alasan bahwa, Islam datang di 
tengah-tengah masyarakat yang secara mendasar memandang rendah kaum wanita. 
Hal ini terjadi karena dua asumsi berbeda tapi saling memperkuat. Pertama, asumsi 
materialistik masyarakat yang menempatkan kaum wanita pada posisi rendah karena 
sedikitnya peranan perempuan dalam proses produksi dan ekonomi. Kedua, asumsi 
teologis yang dianut masyarakat Madinah pada saat itu dipengaruhi oleh ajaran 
agama yang mereka anut, yaitu perempuan dipandang rendah dibandingkan dengan 
laki-laki. Oleh karena itu menurutnya, Islam memandang perbedaan jenis kelamin, 
laki-laki atau perempuan tidak punya pengaruh apa-apa dalam menentukan derajat 
kemanusiaan seseorang di hadapan Tuhan. 
Munawir Syadzali juga menyatakan bahwa menurut Islam, kedudukan laki-
laki dan perempuan adalah sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas gender (Jenis 
Kelamin).26 
D. Kesetaraan Gender Dalam Islam 
   Islam hadir di dunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai 
bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetepi 
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula 
bila terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan 
dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, bila ditelaah 
                                                          
26Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 58-59. 
45 
 
 
 
 
lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks bail al-Qur‟an maupun hadis yang 
memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan 
anatar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, 
persaudaraan dan kemaslahatan.27 
Al-Qur‟an mengakui adanya perbedaan (distinction) anatara laki-laki dan 
perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang 
menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut 
dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur‟an, yaitu terciptanya suatu 
hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahma) di 
lingkungan keluarga. Hal tersbut merupakan cikal bakalterwujudnya komunitasideal 
dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. Ini semua biasa terwujud 
manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki dan 
perempuan).28 
Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. 
Kesamaan tersebut. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal.  
Pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak 
kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak tersebut 
antara lain: waris (Q.S. an-Nisa/4:11), persaksian (Q.S. al-Baqarah/2:282), aqiqah 
(Q.S. at-Taubah/9:21), dan lain-lain. 
Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dan 
perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. 
                                                          
27Siti Musdah Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam (Cet. II; Jakarta: 
Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), h. 75. 
28Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Paradamina, 
1999), h.18-19.  
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Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil 
antarumat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya Q.S. al-Hujurat/49:13. 
                                    
                
Terjemahnya: 
    “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”29 
Dari ayat tersebut di atas tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki 
dan perempuan diatur oleh norma agama. Ayat tersebut sekaligus memberikan 
penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipu berasal dari 
bangsa atau suku yang berlainan. 
Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan 
dikodratkan untuk memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi, mulai dari 
vagina, indung telur, menstruasi, dan air susu. Sedangkan seorang laki-laki dilengkapi  
dengan organ tubuh untuk keperluan  reproduksi tersebut. Struktur organ biologis 
laki-laki dan perempuan berimplikasai pada proses pembentukan sifat yang secara 
sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan organ 
tubuh yang dimiliki dikontruksi oleh budaya untuk memiliki sifat yang halus, 
penyabar, penyayang, lemah lembut dan sejenisnya. Sifat inilah yang sering disebut 
                                                          
29Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, h. 957. 
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dengan istilah feminism. Sementara laki-laki dengan perangkat fisiknya diberi atribut 
sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkasa, jantan bahkan kasar.30 
Secara lebih jelas, hubungan antarjenis kelamin atau prinsip gender dalam 
Islam ditegaskan dalam firman Allah Q.S. al-Ahzab/33:35. 
                                    
                                   
                           
                   
Terjemahnya:  
     “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-
laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut 
(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 
besar.”31 
Jika kita meletakkan beberapa ayat di atas secara bersama-sama dan 
melihatnya secara tepat sesuai dengan dimensi waktu, jelaslah bahwa Allah tidak 
membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Lalu bagaimana 
dengan kemunculan  beberapa hadis yang berkesan memojokkan perempuan, 
sehingga membentuk rasa benci terhadap perempuan? Dlam hubungan antara laki-
laki dan perempuan (hubungan gender) ada sebuah hadis yang sangat popular dan 
                                                          
30Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis (Cet. I; 
Purwakarto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 17. 
31Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, h. 758. 
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berkesan memojokkan perempuan, yaitu: “tidak akan beruntung suatu kaum yang 
menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan.” 
Pembacaan hadis diatas harus dilakukan secara kritis. Hadis ini tidak dapat 
dipertahankan bila dihadapkan pada bukti-bukti sejarah. Bahkan Islam sendiri 
mengabadiakan  kesuksesan kepemimpinan perempuan sebagaimana dilukiskan 
dalam diri Ratu Balqis. Kisah kebesaran Ratu Balqis diuraikan  paling tidak dalam 
dua surah yakni an-Naml dan al-Anbiya‟ 
Ada sementara pendapat yang mengatakan, bias jadi as-bab al-wurud hadis 
ini merupakan respon spontan Nabi terhadap keinginan Raja Kisra di Persia untuk 
mewariskan  kepemimpinan kepada anak perempuannya yang memang belum siap 
saat itu. 
Bagaimana pula terhadap hadis yang mengatakan bahwa perempuan tercipta 
dari tulang rusuk yang bengkok? Dalam sebuah hadis disebutkan: Dari Abu Hurairah 
berkata, “Nasehatilah olehmu wanita, sesab wanita itu tercipta dari tulang rusuk 
yang bengkok, jika kau paksa meluruskannya dengan kekerasan, pasti dia akan 
patah, dan jika kau biarkan tentu dia akan tetap bengkok, karena itu, nasehatilah 
olehmu wanita.”  
Hadis tersebut memberikan kesan bahwa perempuan merupakan ciptaan 
kedua, sementara laki-laki adalah ciptaan pertama dan utama. Tentu saja yang 
dimaksud laki-laki disini adalah Adam dan yang perempuan adalah Hawa. 
Ketika hadis ini diuji dan diperbandingkan dengan ayat-ayat al-Qur‟an  ada 
30-an ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Tak satupun ayat yang dapat 
ditafsirkan sebagai penegasan atau merujuk pada keyakinan bahwa laki-laki 
diciptakan terlebih dahulu ketimbang perempuan  atau bahwa perempuan diciptakan 
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dari laki-laki. Bahkan Rifaat menemukan  dengan mengacu  pada Q.S. 41;Q.S. 7:189; 
dan Q.S. 39:6. Beberapa ayat dapat ditafsirkan bahwa penciptaan pertama (nafsin 
wahidah) justru bersifat perempuan, bukan laki-laki.32  
Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan 
merupakan hubungan kemitraan yang sejajar. Sekali lagi ini ditegaskan dalam firman-
Nya Q.S. at-Taubah/9:71. 
                                
                                 
       
Terjemahnya: 
         “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”33 
  Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang mu‟min, baik pria maupun wanita 
saling saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mu‟min ia membela mu‟min 
lainnya karena hubungan seagama dan lebih-lebih lagi mu‟min itu saudaranya karena 
hubungan darah. Wanitapun selaku mu‟minah turut membela saudara-saudaranyadari 
kalangan laki-laki mu‟min karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah 
kewanitaannya sebagaimana istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut pula 
ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk tugas menyediakan air minum 
dan menyiapkan makanan karena orang-orang mu‟min itu sesama mereka terikat oleh 
                                                          
32Riffat Hassan, Muslim Women and Post Patriarchal Islam (Orbis Book: Maryknoll, 1991) 
33Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, h. 321. 
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tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi 
dan saling menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang 
menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan tembok yang saling kuat-
menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat Allah. 
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BAB IV 
HUKUM POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI  
MANDUL MENURUT HUKUM ISLAM 
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami Dengan Alasan Istri Mandul 
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, 
rasanya kurang tepat jikalau memperbolehkan poligami begitu saja, bahkan 
menjadikan Sunah hukum poligami. Sebab sisi lain dari poligami akan mendatangkan 
ketidakadilan (minimal tidak adil dalam hal perasaan), dan ketidakharmonisan hidup. 
Poligami mempunya implikasi negatif yaitu secara psikologis semua istri akan 
merasa sakit hati bila melihat suaminya karena didorong oleh rasa cinta setianya yang 
dalam kepada suaminya, umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya 
sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang cinta terhadap laki-laki lain. 
Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita sakit 
kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang 
berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan 
sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat 
perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, 
umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki 
mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Oleh karena itu, 
dalam menyikapi alasan ini harus disertai dengan keterangan medis. Sebab, 
pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami tanpa 
melakukan pemeriksaan medis secara sempurna.1   
                                                          
1Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 58.  
52 
 
 
 
 
 
Berbicara mengenai poligami dengan alasan istri mandul dalam tinjauan 
hukum Islam, tentu tidak lepas dari pendapat para ulama. 
Fazlur Rahman dengan neomodernismenya berpendapat bahwa al-Qur’an 
sebenarnya dalam menerima poligami hanya bersifat sementara. Secara moral 
hakekatnya al-Qur’an lebih menuju konsep monogami. Lebih lanjut Rahman 
berpendapat bahwa dalam Q.S. an-Nisa’/4:129. Allah menyatakan bahwa mustahil 
atau sulit bagi laki-laki untuk berbuat adil dan mencintai lebih dari seorang wanita 
dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, Rahman berpendapat, kebolehan poligami 
itu merupakan kebijaksanaan al-Qur’an untuk menerima sementara struktur sosial 
Arab tentang kebiasaan hidup berpoligami, tetapi hakekatnya ideal moral al-Qur’an 
adalah monogami.2 
Sedangkan al-Thufi, poligami dipandang dari kacamata Islam lebih banyak 
mendatangkan bahaya daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya 
mempunyai watak cemburu, iri, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan 
mudah timbul jika hidup dalam kehidupan keluarga poligamis. Dengan demikian 
poligami bisa menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga.3 
Menurut mashlahatnya al-Thufi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
yang ada, maka teori pengembangan maslahat bisa diterapkan dalam kasus ini, 
artinya boleh tidaknya poligami berdasarkan pada sesuatu yang aslah, yang lebih 
banyak mendatangkan maslahat bagi hamba dan paling sedikit mudharatnya. 
                                                          
2Muhammad Azhar, Fiqh kontemporer dalam pandangan Neomodernisme Islam 
(Yogyakarta: Lesiska, 1996), h. 76. 
3Muhammad Roy, Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-
Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), h. 
155. 
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Jadi dalam keadaan normal, artinya ketika harus seorang istri tidak 
mempunyai sesuatu (something), yang mengharuskan suami beristri lagi, maka 
poligami hukumnya tidak boleh meskipun dhohir ayat membolehkannya. 
Ketidakbolehanya karena berdasarkan pertimbangan kemashlahatan pihak-pihak yang 
bersangkutan. Akan tetapi ketika datang keadaan yang memaksa suami untuk 
poligami, seperti istri mandul atau sakit menahun, maka poligami diperbolehkan 
dengan syarat suami berlaku adil, walaupun sebenarnya berbuat adil itu sulit sekali 
atau bahkan tidak mungkin.4 
Imam al Auzai mengatakan: 
”Seandainya seseorang memilik istri yang mandul maka dianjurkan baginya 
untuk menikah dan memiliki keturunan.” (al Mausu’ah al Fiqhiyah 81/6).5 
Menurut M. Quraish Shihab, poligami hanya yang boleh dibuka pada 
keadaan- keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh 
mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu.6 Banyak pendapat, termasuk 
sebagian para fuqaha, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang dibolehkan melakukan 
poligami, yakni karena: 
1. Istri Nusyuz (durhaka atau membangkang terhadap suami). Namun tindakan istri 
yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan nusyuz yaitu apabila: 
a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan 
suami, tapi istri tidak mau tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah 
tanpa seizin suami. 
                                                          
4Muhammad Roy, Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-
Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam, h. 156. 
5http://www.eramuslim.com/bolehkan-suami-beristri-lagi-jika-istrinya-tidak-juga-hamil. 
(diakses pada 18 juni 2015). 
6M. Quraish Shihab, Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah 
sunnah dari bias lama sampai bias baru  (Jakarta: lentera Hati,2005), h. 201. 
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b. Apabila suami tinggal bersama di rumah kepunyaan istri, kemudian suami 
diusir dari tempat itu. 
c. Istri yang berpergian jauh (musafir) tanpa mendapat izin suami. 
2. Mandul (tidak membuahkan anak). 
Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul atau 
impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami yang 
menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara yang ma’ruf, 
baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan. Artinya ia boleh 
melakukan poligami jika ia mau, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang 
matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.7 
Secara psikologis, semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya 
berhubungan dengan perempuan lain. Pada umumnya, istri mempercayai dan 
mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta 
terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. 
Karena itu, istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada 
perempuan lain. 
Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami pada 
dasarnya terlarang, kecuali dalam keadaan darurat. Baik darurat fardiyah (individual) 
maupun darurat ijtima’iyah  (sosial). Contoh darurat fardiyah adalah istri yang sakit, 
mandul, atau kena sesuatu yang dapat mengurangi cumbu rayu (istimta’) sang suami 
terhadapnya. Sedangkan contoh daruray ijtima’iyah adalah seperti banyaknya anak 
yatim dan janda akibat peperangan dan bencana alam. Dalam dua kasus di atas, 
seorang suami dapat berpoligami tanpa harus menceraikan istri yang pertama selagi ia 
                                                          
7Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), h. 54-
57. 
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memelihara kehormatannya karena darurat dapat memperbolehkan barang yang 
terlarang.8  
Mereka yang berpendapat bahwa ketiadaan keturunan (mandul) dapat 
menjustifikasi seorang laki-laki untuk kawin dua atau tiga kali seakan-akan 
kemandulan adalah bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak  
menimpa laki-laki. Mereka juga mengatakan  bahwa syahwat biologis seorang lelaki 
mengizinkannya untuk berpoligami, sementara mereka melupakan kenyataan laki-
laki dan perempuan dalam masalah ini adalah sama. Bahkan, sebagian berpendapat 
perempuan justru lebih besar syahwatnya ketimbang laki-laki. Mereka juga 
berpendapat bahwa kelemahan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai 
seorang istri karena sakit yang berkepanjangan atau kelemahan fisik memberikan 
kebebasan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami. Dan menurut Shahrur, pendapat 
mereka itu tidak mempunyai landasan yang tepat sebagaimana yang ada di at-Tanzil 
al Hakim.9  
Dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang 
dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Dalam al-Qur’an 
hanya disebutkan “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau 
empat” saja . seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:3. 
                                 
                          
 
                                                          
8Abduttawab Haikal, Poligami Dalam Islam dan Monogami Barat (Cet. I; Jakarta: Pedoman 
Ilmu Jaya, 1993), h. 19 
9
 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Cet. II (Yogyakarta: eLSAQ 
Press, 2004), terj. Oleh Sahiron syamsuddin dan Burhanudin, Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islam, 
hlm. 426. 
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Terjemahnya: 
    “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” 10 
Fitrah, kecenderungan dan karakteristik seks setiap individu adalah berbeda 
sesuai dengan realitas organ seks dan hormon yang dikeluarkan. Adakalanya mampu 
melakukan seks sekali, ada yang dua kali dalam sebulan. Ada yang harus melakukan 
hubungan seks setiap hari dan ia tidak mampu menahan lebih dari sehari. Ada yang 
mampu mencapai organisme dalam waktu singkat ada juga yang membutuhkan 
waktu yang panjang, ada yang butuh cumburayu dulu ada juga yang tidak perlu.11 
Perbedaan-perbedaan karekteristik seks antara suami istri tidak tepat sebagai 
alasan untuk poligami, karena masih ada jalan lain untuk menetralisir kondisi seperti 
itu, tetapi sering menemui jalan buntu sehingga hal yang mustahil bagi suami istri 
adalah melanjutkan bahtera kahidupan rumah tangga, bahkan jika kondisi itu 
dipaksakan maka akan mendorong berbuat zina. Sehingga dalam kondisi seperti ini, 
maka istri dihadapkan anatara berbuat zina atau poligami.12 
Kemandulan biasanya 70% terjadi pada wanita dan 30% pada laki-laki. Dalam 
kondisi seperti ini, suami istri boleh memilih alternatif meneruskan rumah tangga 
tanpa anak, atau jika kemandulan dipihak istri, maka upaya mendapatkan anak, suami 
boleh mengambil perempuan sebagai istri kedua. Hal ini juga harus didasarkan 
                                                          
10Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 123. 
11Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, terj. Oleh Ahsin Wijaya 
dan Totok Jumantoro (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 181. 
12Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, h. 181-182. 
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kerelaan dan persetujuan keduanya, bahkan sebaiknya dorongan itu datang dari pihak 
istri. Adapun jika laki-laki yang mandul, maka mencari kerelaan untuk menceraikan 
istrinya.13 
Sesungguhnya masalah poligami yang ditetapkan Tuhan memberikan 
persyaratan sebagaimana yang disebut diatas (dua hal), sebagai jalan keluar bagi 
persoalan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Sehingga kita harus 
melakukannya poligami tersebut takkala telah terjadi problem dan sebaliknya kita 
seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat 
dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.  
Sehingga masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami ataupun 
melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus memperhatikan ada tidaknya 
syarat-syarat poligami itu. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat 
haruslah tetap berpegang pada statistik dan pendapat-pendapat para ahli, lalu minta 
pertimbangan untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya. 
Selain itu Shahrur berpendapat poligami itu bukanlah masuk dalam wilayah 
halal dan haram melainkan larangan atau kebolehan. Haram itu bersifat materi, abadi 
dan universal serta perbuatan-perbuatan keji termasuk hal-hal yang diharamkan. 
Sedangkan halal adalah bersifat mutlak, akan tetapi tidak mungkin dilaksanakannya 
kecuali dengan cara yang terbatas. Karena itu persoalan halal terdapat perintah dan 
larangan di samping pendapat manusia, misalnya melalui polling pendapat, 
pendataan, dan parlemen. Sehingga kita tidak boleh mengharamkan apa yang telah 
diperbolehkan Allah dalam hal pelarangan poligami dalam suatu negara tertentu, 
                                                          
13Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, h. 182. 
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padahal Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Sesuatu yang haram 
tidak mungkin dihalalkan, akan tetapi sesuatu yang halal mungkin dilarang dan 
pelaranganya ini tidak mengadung sifat abadi dan umum.14 
Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari 
pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai 
watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah 
timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. 
Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik antara istri beserta anak-
anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal perkawinan adalah monogami, sebab 
dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan 
mengeluh dalam kehidupan yang monogamis.  
Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka 
dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan suka mengeluh 
dalam kadar tinggi sehingga dapat menganggu ketenangan keluarga dan dapat pula 
membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila 
dalam keadaan darurat, misalnya ternyata istri mandul. Alasan ini harus diteliti benar 
bahwa istri benar-benar mandul, misalnya dengan keterangan dokter spesialis. Sebab 
kadang-kadang bahkan suami yang mandul sehingga istri tidak dapat melahirkan, 
sehingga alasan ini tidak dapat diterima.15  sebab menurut Islam anak itu merupakan 
salah satu dari 3 manusia yang baik yang sangat berguna bagi manusia setelah 
meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang 
sholeh yang selalu berdo’a untuknya, maka dalam keadaan istri mandul dan suami 
                                                          
14Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, h. 434. 
15Wahyuni, “Perkawinan Poligami”, Blog Wahyuni. http://blogspot.com/2012/01/ 
perkawinan-poligami.html (10 januari 2012). 
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tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami di izinkan berpoligami dengan 
syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus 
bersikap adil dalam pemberian nafkah untuk semua keluarga.16 
B. Analisis Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Memberi 
Keturunan Dalam KHI 
Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 
57, dan 58.17 Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat di pahami 
bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak,18 tetapi 
monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No.1/1974 dikatakan bahwa 
seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi 
pada pasal 3 (2) UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberi 
izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti undang-
Undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup 
kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang 
tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dasar pemberian izin poligami oleh 
Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) 
dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
                                                          
16Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006 cet.2, h.131. 
17H. Abd. Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992), h. 126 
18Soemiyati, Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( 
Yogyakarta: Liberty, 1986), h.77.   
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3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
  Pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada 
seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi 
alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Apabila diperhatikan alasan 
pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya 
mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah 
tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah 
) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat 
dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia 
(mawaddah dan rahmah). Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 
Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun itu 
dapat mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Pada alasan ketiga, 
yaitu. istri tidak dapat memberi keturunan. Tidak setiap pasangan suami istri yang 
istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. 
Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika ingin 
berpoligami adalah wajar karena keluarga tanpa anak tidaklah lengkap.19 
Jadi seorang suami yang yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, misalnya tidak dapat 
mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, 
mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga 
kehormatan dirinya dari makziat, begitu pula jika istri cacat badannya, misalnya 
lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika istri tak mendapatkan 
                                                          
19Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 171. 
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keturunan.20 Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristri lebih dari seorang 
dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. 
Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat pula diketahui bahwa 
alasan diperbolehkannya seorang suami untuk berpoligami, yaitu istri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya, istri mendapat mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan 
ini sama sekali tidak mewadahi tuntunan Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa/4: 19. 
                                
                                
                    
Terjemahnya: 
       “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
Dengan merujuk ayat di atas tampak jelas bahwa semua alasan yang 
dikemukan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dalam KHI 
untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama 
sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Ketentuan perundang-
undangan terutama KHI ini jelas menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di 
hadapan laki-laki.21 
                                                          
20Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia: “Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Agama” (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.35. Lihat Juga  Ahmad Rafiq,  Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h.73. 
21Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 128. 
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Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan tersebut, apabila dipikir secara 
jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit 
bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, 
karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua 
perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia 
itu dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.22 
Adanya KHI yang di dalamnya mengatur tentang poligami khususnya pasal 
57 berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur 
perkawinan untuk mengeliminir praktek-praktek poligami yang menyimpang dari 
konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam.  
Aturan KHI tersebut berpatokan pada aktualisasi maqashid syari’ah. 
Namun demikian, pesyaratan yang terlalu ketat dalam KHI itu perlu dipertimbangkan 
lagi dengan memberi kelonggaran secukupnya. Hal ini mengingat banyaknya 
masyarakat yang tidak peduli dengan aturan tersebut dan melakukan poligami “liar” 
atau bahkan berselingkuh dengan wanita idaman lain “(WIL)” karena tidak mampu 
memenuhi persyaratan yang ketet untuk mendapatkan izin berpoligami dari 
Pengadilan Agama. Di sisi lain, tidak cukup bagi muslimin dan muslimat jika hanya 
memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami syariat Islam 
tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga berpoligami betul-betul menjadi 
solusi dan bukan malah menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Demikian 
pula, mereka perlu memahami aturan teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting 
untuk menekan angka kesalahan praktek berpoligami di tengah masyarakat muslim. 
                                                          
22Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundatian, 1999), h. 61.  
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C. Analisis Gender Terhadap Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul 
Dalam konteks perkawinan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender 
mengacu pada empat indikator, yaitu suami istri sama-sama memiliki akses dalam 
kehidupan rumah tangga, memperoleh peran-peran yang seimbang dalam rumah 
tangga, menerima wewenang dan tanggung jawab yang sama termasuk dalam 
pengambilan keputusan, serta sama-sama mendapatkan manfaat dalam kehidupan 
rumah tangga. 
Perkawinan poligami sulit rasanya untuk mewujudkan indikator kesetaraan 
gender karena kondisi awal dalam membangun rumah tangga posisi suami istri tidak 
sama sehingga berpengaruh dalam akses, pembagian peran dan tanggung jawab 
khususnya dalam pengambilan keputusan serta penerima manfaat dalam aktivitas 
rumah tangga tersebut. Ketidakadilan ini melahirkan diskriminasi gender yang pada 
umumnya menimpa pada istri dan sebagian pada suami.23 
Isu global tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan sebagaimana tertera dalam konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-
undang No. 7 Tahun 1984 Pasal 16, disebutkan bahwa jika persamaan hak dalam 
perkawinan bertumpu pada keadilan gender, perkawinan poligami tidak dibenarkan. 
Jika perkawinan poligami dikaitkan dengan Deklarasi penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan Pasal 1, yang menjelaskan makna kekerasan sebagai setiap 
tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Dalam perkawinan ini cenderung 
                                                          
23Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Cet. I; Malang: UIN-Malang 
Press, 2008), h. 238. 
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terdapat kekerasan. Dalam Islam, pergaulan suami istri yang di dalamnya ada 
kesewenang-wenangan laki-laki dalam memperlakukan perempun sangat dicela. 
Rasulullah saw., selalu berwanti-wanti kepada para sahabatnya agar memperlakukan 
istri dengan baik, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan pemukulan.24 
Poligami muncul karena hegemoni budaya patrianial yang sudah berlangsung 
selama manusia ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dampak 
yang timbul adalah semua aspek kehidupan memberikan kesan bahwa perempuan 
hanya sebagai obyek kaum laki-laki. Para feminis berpendapat bahwa praktek 
poligami dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena 
mempunyai sisi-sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan pada 
posisi subordinat. 
Penempatan perempuan pada sisi subordinasi dimana posisi istri-istri dalam 
rumah tangga menjadi bagian dari kehidupan suami, terutama dalam masalah seks 
dan peran pengambilan keputusan. Disatu sisi istri-istri pada umumnya tidak 
memiliki kekuatan dalam menempatkan dirinya setara dengan posisi suami, disisi lain 
ketergantungan psikologis istri terhadap suami semakin besar. Demikian pula 
marjinalisasi terjadi pada kehidupan rumah tangga sebagai dampak dari subordinasi 
sebagai istri yang dipoligami. Bentuk marjinalisasi yang tampak dalam kehidupan 
sehari-hari misalnya dalam mengatur ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam 
rumah tangga.25 
Dengan demikian rumah tangga poligami menghadapi problem ketimpangan 
sosial jika ditinjau dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender karena suami telah 
                                                          
24Rochayah Machali, Wacana Poligami di Indonesia (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2005), h. 86. 
25Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, h. 239 
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melakukan pencideraan terhadap komitmen pernikahan yang dinilai sakral. Dalam 
perspektif gender, bentuk perkawianan monogami menjadi pilihan satu-satunya yang 
memudahkan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah wa rahmah, serta sehat lahir maupun batin. 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menempatkan laki-laki 
sebagai kepala keluarga, artinya dalam posisi memimpin dan mengambil keputusan, 
membolehkannya melakukan poligami tanpa hambatan, sehingga membuat posisi 
perempun rentan dan rendah di muka hukum. Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa laki-
laki dizinkan melakukan poligami dengan syarat: 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Dipihak lain, tidak ada ketentuan yang membolehkan perempuan melakukan 
tindak hukum karena alasan yang sama. Di sini perempuan akan mengalami 
penderitaan dua kali lipat, yaitu pada saat sakit, kita tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri dan memerlukan dukungan suami, tetapi pada saat itu pula 
suami diizinkan menikah lagi. Di sinilah letak faktor diskriminatif Undang-undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam perkawinan yang setara dan sakinah, semua 
urusan keluarga harus dimusyawarakan oleh suami dan istri serta anggota keluarga 
lain. Bukan diintervansi oleh institusi Negara yang berpihak pada kepentingan laki-
laki saja. Islam telah mengatur semua ini dalam al-Qur’an. 
Pada saat ini, pemerhati masalah perempuan di Indonesia sedang berupaya 
mengajukan berbagai usulan untuk mengubah sebagian dari pasal-pasal yang masih 
bias gender. Perjanjian perkawinan memang ada dalam Undang-undang Perkawinan 
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Pasal 29 untuk mencegah perkawinan poligami, tetapi karena ada pembatasan 
pembolehan karena agama, maka perjanjian untuk tidak terjadi perkawinan poligami 
menjadi tidak dapat dilegitimasi. 
Jika kita cermati banyaknya kasus perceraian yang sesebabkan oleh 
perkawinan poligami dengan alasan yang kurang tepat, rata-rata 10% dari semua 
kasus perceraian, sudah saatnya kita mengambil berbagai tindakan untuk 
mencegahnya. Dalam kasus poligami ini, kita bias memperkirakan bahwa perempuan 
lebih banyak mendapatkan masalah karena di samping permasalahan ketidakadilan 
dalam pergaulan di rumah tangga, pada umumnya ketergantungan secara ekonomi 
terhadap laki-laki juga menjadi masalah.26 
Perubahan situasi dan kondisi ini semakin terlihat dengan adanya pergeseran 
nila-nilai sosial budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 
semakin tidak terbendung. Termasuk motif dalam berpoligami pun kemudian banyak 
disikapi secara kritis. Pembolehan poligami yang selama rumusan para ulama 
dianggap kehilangan relevansinya, jika alasan yang dipakai mengarah kepada ego dan 
suprioritas kaum laki-laki. 
Sesungguhnya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas 
Muslim sudah menerapkan aturan yang ketat dalam poligami. Menurut Undang-
undang Perkawinan, sudah boleh berpoligami kalau mampu berlaku adil dan ada izin 
dari istri, dan izin itu bisa diperoleh dengan tiga syarat: Kalau istri mandul, istri sakit 
berkepanjangan, istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri.  
Sayangnya, peraturan ini tidak berjalan efektif, mungkin karena tidak ada 
polisi yang mengawasi suami yang berpoligami. Kebanyakan suami yang 
                                                          
26Rochayah Machali, Wacana Poligami di Indonesia, h. 90-91. 
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berpoligami tidak mampu berlaku adil. Kebanyakan mereka melakukan tanpa izin 
istri sehingga poligami dilakukannya secara sirri, tanpa pencatatan resmi. 
Kebanyakan suami berpoligami bukan karena istrinya tidak punya anak, atau 
sakit, atau tidak melakukan kewajiban, melainkan semata karena tidak mampu 
mengekang keinginan syahwatnya.  
Ketentuan hukum yang ada tentang poligami jelas menunjukan posisi inferior 
dan subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Dan ini sungguh bertentangan dengan 
esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan 
kemaslahatan. Semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat 
dari perspektif kepentingan suami, tidak sedikit pun mempertimbangkan pasangan 
dan kepentingan perempuan. 
Alasan membolehkan berpoligami itu pun menyalahi tuntunan Allah dalam 
Q.S. an-Nisa/4:19. “Dan perlakukanlah istrimu dengan cara-cara sopan lagi santun. 
Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak.”  
Pesan moral ayat ini justru meminta suami bersabar atau tabah menghadapi 
kekurangan istri karena mungkin itu ada hikmahnya, bukan lalu mencari istri lain. 
Sebaliknya, kalau suami punya kekurangan, istri pun harus bisa menerima itu sebagai 
kenyataan. Karena inti perkawinan adalah komitmen untuk hidup bersama dalam 
suka dan duka menuju keridaan Tuhan.27 
                                                          
27Muhammad Ridwan Saleh, “Poligami Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di 
Indonesia”. http://www.al-risalah.com.pdf  (2 november 2010), h.376-377. 
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Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, 
sehingga berbeda dengan satwa dan makhluk lainnya. Salah satu ajaran agama adalah 
mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan mengumbar 
hawa nafsunya dengan perkawinan.28 Menyakiti perasaan istri sangat bertentangan 
dengan prinsip perkawinan Islam wa asyiruhunna bi al-ma’ruf (perlakukan istrimu 
secara santun). Demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. 
Poligami pada hakekatnya adalah pembatasan dalam beristri, karenanya jauh lebih 
menjaga perasaan istri. Islam menuntut manusia agar menjauhi selingkuh sekaligus 
poligami. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 
menyimpulkan bahwa dampak (implikasi) poligami sangatlah tidak 
menguntungkan:29 
1. Dampak Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan 
Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati 
melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian 
menunjukan bahwa rata-rata istri melihat suaminya menikah lagi secara spontan 
mengalami perasaan depreasi, stress, kecewa dan merasa dikhianati oleh 
pasangannya. Di sisi lain ia malu dengan lingkungan sekitar, tetangga teman 
kerja, dan malu kepada anak-anak bagaimana harus menjelaskan kenyataan 
tersebut. Akibatnya yang terjadi adalah konflik internal dalam keluarga, baik 
antar sesama istri, antara istri dan anak-anak tiri atau anak- anak yang berlainan 
ibu, yang mengarah pada permusahan bukannya persaudaraan yang diinginkan 
sebelumnya. 
                                                          
28Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami. h. 61. 
29Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami, h. 61. 
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2.  Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan 
Poligami berimplikasi terhadap maraknya berbagai bentuk kekerasan 
terhadap perempuan. Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak 
mengalami kekerasan dari pada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri oleh suami 
biasanya sudah dilakukan sebelum menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan 
intim dengan perempuan lain. 
Dengan demikian sesungguhnya membolehkan poligami sama saja 
dengan membolehkan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang 
biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah.30 
Padahal semua bentuk kekerasan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. 
Islam dengan tegas menghimbau manusia untuk menghindari kekerasan dan 
pertumpahan darah dan sebaliknya menuntun manusia agar hidup damai dan 
saling mengasihi sesamanya. Bahkan bukan hanya terhadap sesame manusia kita 
dituntut untuk belas kasih, tetapi juga binatang dan makhluk lainnya. 
3. Implikasi sosial terhadap Masyarakat 
Ketenteraman masyarakat bersumber dari ketentraman keluarga, 
bagaimana mungkin ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri 
dan banyak anak. Kebahagiaan keluarga lebih mungkin dalam perkawinan 
monogami dari pada poligami. Karena dalam perkawinan monogami suami dapat 
mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada seorang istri dan 
anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-
anaknya yang mencakup kasih sayang,perhatian dan kebutuhan matrial. 
                                                          
30Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami, h. 150. 
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Implikasi lain dari adanya poligami di masyarakat adalah nikah di bawah 
tangan. Karena banyak kasus ditemukan bahwa praktek poligami ternyata bantuk 
yang tidak dicatatkan secara sah. Karena memang kebanyakan poligami oleh para 
suami ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 
Keluarga adalah tonggak masyarakat, keluarga dapat berhasil dengan baik 
hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. Salah satu 
upaya untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah dengan melaksanakan 
pernikahan monogami. Karena, itu monogami bukan hanya ingin mengangkat derajat 
dan martabat perempuan, tetapi lebih dari itu adalah untuk saling menghormati antar 
pasangan (suami istri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang 
baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yaitu tentang hukum poligami 
dengan alasan istri mandul menurut hukum Islam (studi analisis gender), maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. pandangan hukum Islam tentang hukum poligami dengan alasan istri mandul 
adalah diperbolehkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahli 
tafsir bahwa poligami diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, yaitu apabila 
istri mandul. Dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini 
didasarkan pada penafsiran ayat tentang poligami. karena dalam Al-Quran 
tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan 
bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Dalam Al-Quran hanya 
disebutkan “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau 
empat” saja. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:3. 
2. Hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat memberi keturunan dalam 
KHI adalah diperbolehkan. Sebagaimana Dasar pemberian izin poligami oleh 
Pengadilan Agama diatur dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan 
sebagai berikut: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 
2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila tiga alasan yang 
disebutkan  menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut 
tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah). 
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Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, 
misalnya ternyata istri mandul. Alasan ini harus diteliti benar bahwa istri 
benar-benar mandul, misalnya dengan keterangan dokter spesialis. Sebab 
kadang-kadang bahkan suami yang mandul sehingga istri tidak dapat 
melahirkan. Sehingga alasan ini tidak dapat diterima. 
3. Hukum poligami dengan alasan istri mandul ditinjau dari analisis gender yaitu 
dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena 
mempunyai sisi yang membuka  peluang besar menempatkan perempuan pada 
sisi subordinat, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau 
sekedar sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Dan ini sungguh 
bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai 
kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. 
B. Saran 
   Dalam masalah poligami sebaiknya pengadilan tidak mudah memberikan izin 
untuk berpoligami dengan alasan yang kurang jelas, sehingga praktek poligami tidak 
disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang layak berpoligami. Karena alasan-
alasan tersebut hanya berpihak pada laki-laki semata tanpa ada etikad untuk keadilan 
dan kedudukan perempuan yang sama. 
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